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MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RE:PUBLIK INDONESIA 
NOMOR 997/MENKESISKJbU2007 

TENTANG 

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGflAM BANTUAN ALAT 
KESEHATAN BALLON DAN STENT BJ\GI MASYARAKA T 

MENTERI KESEHATAN REPUBLII INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meninukatkan cakupan dan mutu 

Mengingat 

pelayanan kesehatan bagi rrlasyarakat miskin khususnya 
untuk pelayanan intervensi non bedah jantung dan 
pembuluh darah, telah ditetapkan Rumah Sakit penerima 
program bantuan balloon dan stent; 

b. bahwa agar program bantuc:ln baloon dan stent dapat 
berjalan efektif dan efisien p1~rlu adanya suatu pedoman 
penyelenggaraan yang dite~apkan dengan Keputusan 
Menteri Kesehatan. 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Tahun 1

1
:92 Nomor '100, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 349S ~; 

2. Undang-Undang Nomor 17 T~1hun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara TJhun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2J04 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 1fi Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Targgung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara T ahun 2004 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431 ); 
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6. Undang-Undang Nomor ~1 2 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lemharan Negara Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2005 tentang Pem~tapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nom~r 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Undang-Unclang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahanan Dae ·ah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Tahun 2 )05 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4541: ); 

7. Undang-Undang Nomor ~ 1 3 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Ani ara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, T ambahan Lembaran Nenar~ Nomor 3637); 

8. Undang-Undang Nomor 45 1· ah4n 2007 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Ne1gara Tahun ft.'1ggaran 2008 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan 

I. 

Lembaran Negara Nomor 477f. ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor a2 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembara 1 N~ara Tahun 1996 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerlntahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinai, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
T ambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nompr 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (~embaran Negara Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan LE!mbaran Negara Nomor 4741); 

12. Peraturan Presiden NomJ'· 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, )usunan Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Ne ara Republik Indonesia, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 94 Tahun 2006; 

13. Keputusan Menteri Kesehat~an Nomor 1575/Menkes/PER 
Xl/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor : 1295/Menkes/Per/XII/07; ~ 
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Menetapkan 
Kesatu 

Kedua 

Ketiga 

Keempat 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN MENTE~ KESEHATAr TENTANG 
PEDOMAN PENYELENGGA \AN PROG M BANTUAN 
BALLON DAN STENT BAGI Ml S~rARAKA 

1 

Pedoman Penyelenggaraan sert)agaimana qimaksud Diktum 
Kesatu sebagaimana terlampir c alarn Lampi ran Keputusan ini. 

Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar 
digunakan sebagai acuan bagi Rumah Sakit Penerima 
bantuan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi , Pemerintah 
Kabupaten/Kota, dan pihak lain yang terkait dalam 
penyelenggaraan Progam B:antuan Bailon dan Stent 
Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 5 September 2007 

KESEHATAN, 

FADILAH SUPARI, Sp.JP(K) 
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A. LA TAR BELAKANG 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPl RAN 
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN 
NOMOR Sgj- fMENKES/SK/IX/2007 

I 

TANGGAL 5 SEPTEM~ER 2007 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada saat ini pemerintah men:tprioritas~an penanggulangan penyakit 
dengan tingkat morbilitas dan mortilitas yang ttnggi sebagai program. Salah 
satunya adalah Penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler), 
dimana terdapat kecenderungan peningkatan dngka kesakitan dan kematian 
di Indonesia, hal ini terbukti dalam berbagai d;;tta penelitian epidemiologis di 
Indonesia. Timbul masalah tentang cakupan penderita penyakit 
kardiovaskuler ini dimana pada tiga dekade lalu penderita Penyakit Jan'tung 
dan Pembuluh Darah pada umumnya hanya didominasi oleh kelompok 
masyarakat de11gan sosial ekonomi menengah keatas. Namun dalam satu 
dekade terakhir temyata penderita Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah ini 
tidak lagi mengenal kelompok status sosial ekonomi masyarakat. Tidak 
sedikit penderita Penyakit Jantung dan Pembtlluh Darah yang justru datang 
dari kalangan sosial ekonomi menengah kebawah, yang tergolong 
masyarakat miskin dan tidak mampu dan kura11g mampu yang kemungkinan 
diakibatkan perubahan perilaku hidup masyarakat akibat konsumsi lemak 
jenuh , merokok, stress, kurang kegiatan olah raga dan lain-lain serta 
keadaan lingkungan yang berubah terutama yang disebabkan polusi atau 
pencemaran industri. 

Hal ini perlu dicermati sebagai mi:tsalah yang mengakibatkan 
menurunnya produktifitas masyarakat yang tE~rkena penyakit tersebut dan 
menimbulkan pula berbagai dampak sosial bagi masyarakat, dirasakan 
semakin berat dalam membiayai pengobatan untuk penyakit kardiovaskuler 
yang berbiaya tinggi. 

Salah satu terobosan pemerintah a1 talah telah diberlakukannya 
kebijakan yang berpihak pada rakyat yand kbmudian sejalan dengan 
pemikiran bahwa penyakit kardiovaskuler merl\punyai peluang kesembuhan 
yang tinggi bila mendapat penanganan yar g optimal. Pemerintah perlu 
membantu masyarakat terutama masyarakat 11 iskir, hampir miskin dan tidak 
mampu tersebut dengan melakukan Program f: rog'am Bantuan yang berhasil 
guna. 

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan •cecanggihan alat, saat ini 
penanggulangan penyakit jantung koroner yang optimal dapat dilakukan 
dengan berbagai metode . terapi s~suai den'lfln indi~si . medis d~n salah 
satunya adalah tindakan 1ntervens1 non bedan balomsas1 (balloomng) dan 
pemasangan stent (stenting) pada pembuluh darah koroner. 
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lntervensi dengan balon dan stent menjadi pilihan, akan tetapi biaya 
yang dibutuhkan sangat mahal sehingga tidak te~angkau oleh sebagaian dari 
masyarakat terutama masyarakat miskin. 

Berdasarkan pemikiran tersebut kiranya hasil guna yang diharapkan 
dari Program Bantuan pemerintah secara strategis akan menyelamaJkan 
devisa negara, produktifitas penduduk dalam b ; rkarya tetap te~aga baik, dan 
menyelamatkan kehidupan sosial masyarakatlbangsa 

Sebagai "pilot project" maka Departemen Kesehatan dalam 
pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh d! 1rah yang angka kematiannya 
tinggi namun berpotensi sembuh cukup besar bila diberi pertolongan yang 
cepat dan tepat adalah dengan cara memberikan bantuan alat kesehatan 
bagi masyarakat yang membutuhkan dimana tada tahap ini ditujukan bagi 
masyarakat miskin. Program tersebut adal h Program bantuan alat 
kesehatan Balloon dan Stent Bagi Masya~ at. Bantuan alat kesehatan 
tersebut diberikan kepada seluruh masyarakaj terutama masyarakat miskin 
mel a lui pelayanan kesehatan kardiovaskuler p.! 1da beberapa Rumah Sa kit di 
seluruh Indonesia yang dipandang kolnpeten dalam pelayanan 
kardiovaskuler intervensi non bedah, khtJsusnya tindakan balonisasi 
(ballooning) dan pemasangan stent (stenti ~) pembuluh darah koroner 
jantung sehingga dapat memberikan pelua g tingkat kesembuhan yang 
optimal. 

Untuk menjalan~an kebijakan bantuan alat kesehatan bagi masyarakat 
dalam hal ini pemberian bantuan balloon dan s ent terutama bagi masyarakat 
miskin dibutuhkan pedoman agar program ini dapat be~alan melalui 
mekanisme/system yang tertata sehingga bil a trtaksana dengan lancar, 
tepat guna dan berhasil guna bagi mas araKat yang membutuhkan. 
Selanjutnya program ini akan dikembangkan Uengan memperluas cakupan 
atau dengan meningkatkan jumlah atau janis hantGan alat l<esehatan sesuai 
dengan hasil evaluasi keberhasilan program S l'~rta berdasarkan kemampuan 
pemerintah. 

1. TUJUAN DAN SASARAN 

Tujuan 

1.1 . Tujuan Umum 

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kardiovaskuler bagi seluruh 
masyarakat yang membutuhkan pelayanan tindakan intervensi non 
bedah kardiovaskuler dengan Balloon dan Stent terutama dari golongan 
masyarakat miskin 

1.2. Tujuan Khusus 

1. T ersedianya pedoman pelaksanaan pengelolaan program bantuan 
alat kesehatan khusus bagi masyarakat terutama masyarakat 
miskin. 
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2. T ersedianya alat kesehatan khusus b rupa Balloon dan stent untuk 
masyarakat terutama masyarakat misklh 

3. T erselenggaranya 'model' pelayanan !<ardiovaskuler dengan hirarki 
kompetensi dan kewenangan dengan n tengintegrasikan Sumberdaya 
Manusia, peralatan medik serta alat kesehatan yang dapat 
dijangkau oleh masyarakat miskin melalui sistem pelayanan 
kesehatan yang berpihak pada rakyat. 

2. Sasaran 

Sasaran Program Bantuan Alat Kesehatap Balloon dan Stant adalah 
masyarakat penderita penyakit jantung korCiher dengan indikasi dilakukan 
tindakan intervensi non bedah balonisasi dan/atau stenting, terutama 
masyarakat miskin, hampir miskin dan tidak marnpu. 

B. LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Stent bagi 
masayarakat adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 
5. Undang-Undang Nomor 29 T ahun 2004 te,ntang Praktek Kedokteran; 
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 1entang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara T ahun Anggaran 200~; 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Ta1hun 1996 tentang Tenaga 

Kesehatan; 
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata'i Ke~a Kementerian Negara 
Republik Indonesia; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang 
Organisasi dan lata Ke~a Departemen Kosehatan Rl; 

10. Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 1102/ Menkes/ SKI IX/ 2007 
tentang Penetapan Rumah Sakit Ja11tung Dan Pembuluh Darah 
Harapan Kita sebagai Pusat Jantung Nasional. o 

C. KEBIJAKAN OPERASIONAL 

Dasar dari diadakannya Program. Bantuan Alat Kesehatan Ball?<>~ d~n Ste~t 
bagi masyarakat miskin pendenta Jantung Koroner yang tenndtkast medtk 
membutuhkan tindakan intervensi non beda 1 dengan BaiiOOfl dan Stant 
adalah sebagai warga negara setiap orang bnrhak sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapat lingkungari yang baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 
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Selain itu juga pemerintah diamanatkan bahwa fakir miskin uan anak-anak 
terlantar dipelihara oleh negara serta nega'a bertanggung jawab atas 
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan f silitas umum yang /ayak. 

Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan l':?tent adalah program bantuan 
sosial alat kesehatan bagi masyarakat pen ·Jeri1a Jantung Koroner yang 
terindikasi untuk tindakan intervensi non bedah Jantung dan Pembuluh 
Darah, terutama ditujukan bagi masyarakat mlukin, hampir miskin dan tidak 
mampu. 

Pada hakekatnya program Bantuan Pelayanan Alat Kesehatan Balloon dan 
Stant seiring sejalan dengan Penyelenggaraan Program Pengembangan 
pelayanan kesehatan jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) yang 
merata dan te~angkau oleh rakyat serta mempunyai sistem hirarki dalam hal 
pembinaan disetiap jenjang layanan. 

Penyelenggaraan Program Bantuan Pelayanaq Alat Kesehatan Balloon dan 
Stent adalah dalam rangka mewujudkan ~•tandarisasi mutu pelayanan 
penderita jantung koroner yang terindikasi untuk tindakan intervensi non 
bedah terutama pada tindakan Balloon is asi dan tindakan Stenting 
(pemasangan Stent). 

Pelaksanaan Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Stent Program 
ini mengacu kepada prinsip-prinsip : 

1 . Alat Kesehatan Balloon dan Stent dalam tahap 'pilot project' ini diberikan 
kepada penderita jantung koroner bagi seluruh masyarakat terutama 
dari kalangan masyarakat miskin, hampir rniskin dan tidak mampu . . , 

2. Bantuan Alat kesehatan ini diberikan secara Cuma-Cuma bagi 
masyarakat miskin, hampir miskin dan tidak mampu. Sedangkan 
bantuan bagi pegawai negeri dan masyc~rakat umum akan ditent1,1kan 
dengan peraturan atau pedoman lebih lanjLJt. 

3. Pelayanan Balonisasi dan pemasangan Htent bagi masyarakat hanya 
dilaksanakan di Rumah Sakit Jantung d.Hn Pembuluh Darah Harapan 
Kita serta Rumah Sakit - Rumah Sakit ydng telah memiliki kompetensi 
dalam pelayanan Kardiovaskuler dan Tiqdakan lntervensi non Bedah 
yang akan ditetapkan sebagai Rumah Sc1kit Penerima bantuan balloon 
dan stent oleh Departemen Kesehatan Rl 

4. Klaim biaya untuk Paket Pelayanan Jantlll'lQ yang telah ditentukan oleh 
institusi penjamin/asuransi kesehatan h 1in dari pemerintah harus 
diperhatikan dengan pengerualian klaim llntuk alat kesehatan Balloon 
dan Stent oleh karena ballon dan/atau stE nt yang berasal dari program 
ini, agar tidak ada pembayaran dobel (double charge) untuk barang 
yang sama. 

7 



MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

BAB II 

PENGORGANISASIAN 

Untuk kelancaran pelaksanaan Program Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan 
Stent yang diadakan Departemen Kesehatan Rl sohingga pengelolaannya dapat 
terkoordinasi dan termonitor dengan baik dan berkesinambungan maka di 
Tingkat Pusat dibentuk Panitia Penyelenggara Program Bantuan Alat Kesehatan 
Saloon dan Sten. 

1. Susunan Organisasi 

Panitia Penyelenggara Program Bantuan Alat Kesehatan Saloon dan Sten 
dengan susunan organisasi sebagai berikut : 

Penanggung Jawab 
Pengarah 

Ketua 

Wakit Ketua 

Bidang Bina Program 

Koordinator 

Sekretaris 

Anggota 

Sekretariat 

Menteri Kesehatan 
1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan 
2. Direktur Jenderal l3ina Pelayanan Medik 
3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes 
4. Kepala Biro Huku\n dan Organisasi 
5. Direktur Bina P~ ayanan Medik Dasar Ditjen 

Bina Yanmedik 
6. Direktur Penunjang Medik Diljen Bina 

Yanmedik 
7. Direktur Bina PrO< luksi & Distribusi Alkes 

Sekretaris Direktorat Jt:!nderal Bina Pelayanan 
Medik 

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian 
dan Alkes 

Direktur Bina Pelayat 1an Medik Spesialistik 

Subdit Pelayanan Medik Spesialistik di RS 
Pendidikan 
1. Kepala Bagian Kl: uangan Bina Yanmedik 
2. Kepala Bagian : rogram dan lnformasi Bina 

Yanmed 
3. Kepala Bagian I· lukum dan Organisasi Bina 

Yanmed 
4. Bagian Keuangaq Bina Binfar dan Alkes 
5. Subdit Produksi ian Distribusi Bina Binfar dan 

Alkes 
1. Dr. Salwa Achmad, MARS 
2. Dr. Noor Sardono, M.Kes. 
3. Dr. Adi Thomas 
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Koordinator Direktur Utama RS Jantung Rujukan Nasional , 
Sekretaris Direktur Penunjang RS .Jantung Rujul<an Nasional 

Anggota 1. Direktur Utama RS Gipto Mangunkusumo 
2. Direktur Utama RS [)r. Kariadi 
3. Direktur RS Dr.Sard~lto 
4. Direktur RS H.Adam Malik 
5. Direktur RS Hasan t>adlkin 
6. Direktur Pelayanan RS Jantung dan Pembuluh 

Darah Harapan Kita 
7. Direktur Umum dan SDM RS RS Jantung dan 

Pembuluh Darah Harapan Kita 
Sekretariat 1. Kepala Bagian Sekr etariat RS Jantung Rujukan 

Nasional 
2. Kepala Operasional UPF Diagnostik lnvasif dan 

lntervensi Non Bedcth RS Jantung dan Pembuluh 
Darah Harapan Kita 

3. Kepala Operasionctl ~PF AnestesiiiCU/perfusi 
RS Jantung dan Perhbu uh Darah Harapan Kita 

4. Kepala Operasional U ~F Bedah Kardiovaskuler 
RS Jantung dan Per \1bu uh Darah Harapan Kita 

5. Kepala Operasiona U F Emergensi/CVCU/IW 
medial RS Jantu119 dan Pembuluh Darah 
Harapan Kita 

6. Kepala Operasional UPF Kardiologi Pediatrik/IW 
med pediatrik RS Jantung dan Pembuluh Darah 
Harapan Kita 

2. Tugas dan Tanggung Jawab 

Panitia Penyelenggara Program Santuan Alat Kesehatan Saloon dan Sten 
memilki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

1. Menetapkan kebijakan program bantuan alat kesehatan baloon dan 
sten kesehatan bagi masyarakat. 

2. Menetapkan standar pelayanan bantuctn alat kesehatan baloon dan 
sten bagi masyarakat. 

3. Menetapkan kriteria RS Penerima bantuan alat kesehatan baloon dan 
sten bagi masyarakat. 

4. Menetapkan distribusi jumlah dan jenis bantuan alat kesehatan baloon 
dan sten ke RS Penerima. 

Panitia Penyelenggara Program Santuan Alat Kesehatan Saloon dan Sten 
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jaWabnya dibantu oleh Kordinator 
Bidang Bina Program dan Koordinator Bidang Bina Pelayanan dengan 
melaksanakan fungsi sebagai berikut : 
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1. Bidang Bina Program : 

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program bantuan alkes/Ballon 
dan Stent bagi masyarakat terutarlla masyarakat miskin, di RS­
RS Penerima bantuan balloon dan ~'tent. 

b. Menyusun kebijakan operasinal daq teknis yang dibutuhkan untuk 
pelaksanaan program bantuan alat kesehatan batoon dan sten 
kesehatan bagi masyarakat. 

c. Menyusun rencana kebutuhan ar 1ggaran pengadaan bantuan 
alkes/ Balloon dan Stent dan tElrTnasuk kebutuhan anggaran 
peningkatan sarana, prasama dan ·>erlatanan RS Penerima serta 
kegiatan penunjang. 

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan 
pemanfaatan bantuan alkes/ Balloon dan Stent RS-RS Penerima 
bantuan balloon dan stent. 

e. Melaporkan pelaksanaan program bantuan alkes/Balloon dan 
Stent di RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent secara 
periodik kepada menteri Kesehatan melalui Ketua Tim Koordinasi 
Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Stent. 

2. Bidang Bina Pelayanan 

a. Menyusun standar prosedur OpEtrasional pelayanan program 
bantuan alat kesehatan baloon d~1n sten kesehatan bagi 
masyarakat. 

b. Menyusun laporan pemakaian jurnlah dan jenis bantuan alkes 
sesuai kebutuhan RS Penerima bantuan balloon dan stent 
kepada Menteri Kesehatan me allul Ketua Tim Koordinasi 
Bantuan Alat Kesehatan Balloon de h Stent. 

c. Melaksanakan pembinaan ko lpetensi SDM Kesehatan, 
peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang menerima 
bantuan alkes Balloon dan Stent. 

d. Melaporkan pelaksanaan pembinaan pelayanan bantuan alkes 
Balloon dan Stent di RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent 
secara periodik kepada Tim Pembina Program Balloon dan Stent . 

Pada tingkat daerah atau di RS Penerima B.t:~ntuan Alat Kesehatan Saloon 
dan Sten di bentuk Tim Teknis Pelaknana Program Bantuan Alat 
Kesehatan Saloon dan Sten dengan SK Dimktur Utama/Direktur RS. , 

Adapun tugas dan tanggung jawab Tirri Teknis Pelaksana Program 
Bantuan Alat Kesehatan Saloon dan Sten adalah sebagaj berikut : 

1. Menyelenggarakan pelayanan bantuan i: lat kesehatan baloon dan sten 
kesehatan bagi masyarakat sesuai stanr ar dan prosedur yang berlaku. 
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2. Menyelenggarakan pencatatan dan pel aporan pemanfaatan bantuan 
alat kesehatan baloon dan sten. 

3. Menyusun perencanaan jumlah dan jenis Alat Kesehatan Saloon dan 
Sten sesuai kebutuhan masyarakat. 

Untuk melaksanakan tugas dan tanggunu jawab tersebut Tim Teknis 
Pelaksana Program Bantuan Alat Kesehatan Saloon dan Sten dengan 
fungsi sebagai berikut : 

1. Melaksanakan pencatatan data seluruh pasien rawat jalan dan rawat 
inap Penyakit Jantung Koroner yang dil,ayani di RS Penerima bantuan 
balloon dan stent terutama pasien miskin yang membutuhkan 
pelayanan katerisasi I cathlab. 

2. Melaporkan secara periodik data pasien rawat jalan dan rawat inap 
Penyakit Jantung Koroner yang dilayani di RS Penerima bantuan 
balloon dan stent terutama pasien miskin yang membutuhkan 
pelayanan katerisasi/cathlab kepada Tim Birnbingan Teknis PBABS cq 
RS Jantung rujukan NasionaVPusat Jan1ung Nasional. 

3. Merencanakan kebutuhan tahunan bantuan alkes/ Bailon dan Stent 
bagi pasien miskin berdasarkan data ~lebutuhan dari seluruh RS-RS 
Penerima bantuan balloon dan stent dan mengusulkannya kef:'ada 
Panitia Penyelenggara Program Bantu~m Alat Kesehatan Saloon dan 
Sten beserta obat penyerta bagi penerima bantuan balloon dan Drug 
Eluting Stent (DES) sesuai evidence based. 

4. Mengusulkan permintaan kebutuhan Balloon dan Stent untuk 
pelaksanaan program setiap 3 (tiga) t ~Ulan kepada Tim Bimbingan 
teknis PBABS. 
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BAB Ill 

PENYELENGGARAAN 

A. RUMAH SAKIT PENERIMA BANTUAN 

Pelaksanaan pelayanan Balloon dan Stent ini t1anya dilaksanakan di Rumah 
Sakit yang memiliki Tenaga Medik, Tenaga Keperawatan (Ners), serta 
sumberdaya sarana dan prasarana yang niemenuhi Standar Pelayanan 
Jantung dan Pembuluh Darah, khususnya urHuk melaksanakan pelayanan 
tindakan intervensi non bedah secara kompreh•~nsif. 

Rumah Sakit yang melaksanakan program bantuan ini meliputi Rumah Sakit 
Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sJ~bagai Pusat Rujukan Jantung 
Nasional dan Rumah Sakit lainnya yang .-rlerupakan Penerima bantuan 
balloon dan stent Nasional Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah di 
Indonesia, yaitu : 

1. RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo-Jakarta 

2. RSUP Fatmawati- Jakarta 

3. RSUP Dr. Hasan Sadikin- Bandung 

4. RSUP H. Adam Malik- Medan 

5. RSUD Dr. Soetomo - Surabaya 

6. RSUP Dr. Kariadi - Semarang 

7. RSUP Dr. Sardjito- Yogyakarta 

8. RSUP Dr. M. Djamil - Padang 

9. RSUP Dr. Sanglah - Denpasar 

1 0. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo - Makassur 

11 . RSUP Dr. Moh. Hoesin - Palembang 

12. RSUD Arifin Ahmad - Pekanbaru 

13. RSU H.A. Wahab Sjahranie- Samarinda 

Dengan demikian Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita 
disamping fungsinya sebagai Pusat Rujukan Jantung Nasional (Pusat 
Jantung Nasional) dengan sistem pelayanan berjenjang juga merupakan 
Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan l<ardiovaskuler yang mendapat 
bantuan melalui Program Bantuan alat kesehatan Balloon dan Stent ini. 

12 
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Adapun tugas dan kewajiban RS Penerima Bantuan Alat Kesehatan Khusus 
Balloon dan Ste.nt : 

1. Membentuk Tim Koordinasi Medis yang unsur-unsumya terdiri dari komite 
medik, komite etik dan hukum, dokter speslalis yang membidangi jantung 
dan pembuluh darah dengan kompetJhsi yang ditetapkan untuk 
melakukan tindakan invasif dan interverlsi non bedah pemasangan 
balloon dan stent , dan Perawat mahir yang akan mengelola program dan 
monitoring program di RS masing-masing. 

2. Membentuk tim teknis yang melaksanakan lcegiatan intervensi non bedah 
untuk pemasangan balloon dan/stent ses ai dengan kompetensi yang 
ditetapkan organisasi profesi. 

3. Mempersiapkan sistem pelayanan dan sistE~m perawatan yang diperlukan 
dalam pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan standard medis yang 
ditetapkan 

4. Melaporkan secara periodik data pasien rawat jalan dan rawat inap 
Penyakit Jantung Koroner yang dilayani di HS-RS Penerima bantuan 
balloon dan stent terutama pasien miskin mampu yang membutuhkan 
pelayanan katerisasi I cathlab serta yang merllbutuhkan bantuan dalam 
Program bantuan alkes/Balloon dan Stent I epada Tim bimbingan Teknis 
PBABS 

5. Melakukan pencatatan jumlah dan koncl jsi Balloon dan Stent yang 
diterima dari Oirektorat Jenderal Bina Kefadnasian dan Alat Kesehatan cq 
Penyedia Alat Kesehatan 

6. Menyimpan dan menjaga mutu Balloon dan Stent yang telah diterima 
sesuai dengan ketentuan 

7. Mencatat stok ketersediaan Balloon dan Stent yang ada dalam register 
secara tersendiri (khusus) dan memantau masa kadaluarsa stok Balloon 
dan Stent 

8. Melaporkan stok Balloon dan Stent yang mendekati masa kadaluarsa 
(selambat-lambatnya 3 bulan sebelum jal:uh tempo masa kadaluarsa) 
kepada Tim Pelaksana T eknis PBABS untuk mendapatk~n penggantian. 

9. Mencatat secara jelas data dan informasi tentang pasien yang mendapat 
bantuan Balloon dan Stent dari Proqtam ini, termasuk membuat 
catatan/medical record yang baik di rawat jalan saat kontrol bulanan 
pasca ballooning atau pemasangan stent dalam hal klinis, dan obat­
obatan yang digunakan pasca balooning/stonting. 
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10. Mencatat ada/tidaknya obat penyorta yang telah ditetapkan 
pemberian tiap bulan yang juga diberiLan pada pasien Penerima 
bantuan balloon dan stent yang ikut dalam Program bantuan ini. 
Serta melaporkan jumlah kebutuhan SE!Ianjutnya 

11 . Melaksanakan pertemuan berkala dellgan Tim Bimbingan Teknis 
PBABS dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
Program Balloon dan Stent 

B. PERENCANAAN 

1. Data dan lnformasi 

Dalam mengajukan kebutuhan Balloon dan Stent diperlukan data dan 
informasi secara detail dan akurat tent~rlQ spesifikasi Stent meliputi 
diameter, ukuran, serta mempertimbangkan tempat penyimpanan di RS 
sesuai dengan ketentuan serta memperlimbangkan masa kadaluarsa 
Stent. Untuk memperoleh data dan informHsi yang akurat setiap Rumah 
Sakit Penerima bantuan balloon dan stent yang melaksanakan Program 
Bantuan Alat Kesehatan Balloon dan Stent harus melakukan hal-hal 
sebagai berikut : 

a. Mencatat seluruh jumlah kasus Penyaki1 Ja11tung dan Pembuluh Darah 
yang dilayani, terutama kasus-kasus .Jantung Koroner masyarakat 
miskin . 

b. Mengidentifikasi kasus-ka$US Jantung Koroner masyarakat miskin 
yang membutuhkan tindakan intervensi non bedah bonisasi koroner 
dan pemasangan stent. 

c. Melakukan analisis kasus-kasus JanbJng Koroner dari data dan 
informasi pasien-pasien kelompok maHyarakat miskin jumlah yang 
membutuhkan tindakan intervensi non bedah dengan Balloon dan 
Stent sesuai ketentuan. 

d. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Tim Pembina melalui 
Tim Bimbingan Teknis dari Rumah Saki1 Jantung Harapan Kita ten·tang 
kasus Jantung Koroner yang dilayani, ferutama pasien dari golongan 
masyarakat miskin yang memerlukan tihdakan Balloonisasi dan 
pemasangan Stent . 

e. Melakukan konsultasi secara intensif dEtngan Tim Pembimbing Teknis 
dalam merencanakan kebutuhan Balloorl dan Stent 

2. Mekanisme Perencanaan Kebutuhan Ala·t Kesehatan 

Untuk kesinambungan program setiap Rumah Sakit Penerima bantuan 
balloon dan stent membuat perencanaan kebutuhan Balloon dan Stent 
untuk 1 (satu) tahun ke depan meliputi : 

a. Jumlah, jenis, ukuran, serta spesifikasi · alloon dan Stent; 
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b. Dokumen perencanaan diusulkan oh~h Rumah Sakit Penerima 
bantuan balloon dan stent kepada Departemen Kesehatan cq. 
Direktorat Jenderal Bina Pelayanan ME!dik melalui Tim Pembimbing 
T eknis dari Rumah Sa kit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. 

c. Perencanaan yang telah disusun dan diusulkan oleh Rumah Sakit 
Penerima bantuan balloon dan stent kEtpada Departemen Kesehatan 
Rl cq Direktorat Jenderal Bina Pelayanarl Medik oleh Tim Pembimbing 
Teknis di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita 
dilakukan kompilasi data. 

d. Setelah data dilakukan analisa dan dilal<ukan pembahasan, Tim 
Pembimbing T eknis mengusulkan kebutuhan bantuah alat kesehatan 
Saloon dan Stent kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik 
untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat 
Kesehatan. 

e. Berdasarkan perencanaan dan usula'l yang disampaikan tersebut, 
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 
merencanakan anggaran untuk pengadaan Alat Kesehatan balloon 
dan stent untuk tahun berikutnya. Pengadaan alat kesehatan balloon 
dan stent dilaksanakan sepenuhnya oleh Direktur Jenderal f3ina 
Kefarmasian dan Alat Kesehatan se!1uai dengan ketentuan yang 
berlaku. Pendistribusian alat kesehatan baloon dan stent yang telah 
tersedia dikoordinir oleh Direktorat l3ina Kefarmasian dan alat 
kesehatan berdasarkan usulan alokas. dan jumlah dari Direktorat 
jenderal Bina Pelayanan Medik dengc n mempertimbangkan teknis 
sarana penyimpanan di RS-RS Penerih1a bantuan balloon dan stent 
dan masa kadaluarsa alat. 

Gambar 1 : Mekanisme Perencanaan Bantuan Alat Kesehatan 

Ditjen Bina 
Pelayanan Medik 

I 
I 

Ditjen Bina 
Kefarmasian dan 
Alat Kesehatan 

I I .--

r·- ·- --· - ·-----+-·- ·- -- -- --- - -- --·- -- · ·-·- ·- - ·-··-· - ·- -- · ·- ·- ·- ·-·----, 
~ I RS.=::a I I Rs:,:- I I Rs~;r!:~~[ '--R_sea_~-"-~~ i 
l-- ·--- ----·-·- -- -- --· - -- ·-- - ·- ·-·-·--- -- ·-- - -- - ·- ·- -- ----·----·-·- ·-·- ·-·-· 

Keterangan : 
Perencanaan 

+ - - - - - • Koordinasi I Konsultasi I Bimblngan Teknis 
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3. Mekanisme Pennintaan Kebutuhan 

Semua RS-RS Penerima bantuan balloon d;e•n stent dalam melaksanakan 
Program bantuan Balloon dan Stent bagi niasyarakat miskin sepenuhnya 
berada dibawah pembinaan dan pengendalian serta koordinasi Tim 
Pelaksana Program dengan melibatkan RS Jantung dan pembuluh darah 
Harapan Kita/Pusat Jantung Nasional yang ditetapkan Menteri Kesehatan 
Rl: • 

a. Semua permintaan untuk Program bantt1an alat kesehatan Saloon dan 
Stent masyarakat miskin di Rumah Sa~(it Penerima bantuan banoon 
dan stent diajukan Tim Pelaksana Program Bantuan Balloon dan 
Stent yang melibatkan tim dari RS Jantung dan Pembuluh Darah 
Harapan Kita/Pusat Jantung Nasional kepada Direktorat Jenderal 
Bina Pelayanan Medik untuk diteruskat t ke Direktorat Jenderal Bina 
Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 

b. Direktur RS-RS Penerima bantuan ballclon dan stent setiap 3 bulan 
mengajukan permintaan Saloon dan htent kepada Tim pelaksana 
berdasarkan kebutuhan masing-masing S Penerima bantuan balloon 
dan stent tersebut. 

c. Permintaan RS-RS Penerima bantuan b1JIIoon dan stent dilaksanakan 
dengan memperhatikan Stok Barang yang masih tersedia, nama 
barang, nomor ukuran, pemakaian 1 riwulan sebelumnya, jumlah 
permintaan sebagaimana Form terlamplr dan perkiraan kebutuhan 3 
bulan kedepan. 

d. Berdasarkan kebutuhan tersebut Direl•tur Utama RS-RS Penerima 
bantuan balloon dan stent mengajukan Surat Permintaan kebutuhan 
Balloon dan Stent kepada Tim Pela~ sana prog~m bantuan alat 
kesehatan baloon dan stent dengar tembusannya disampaikan 
kepada Direktur Jenderal Bina Pelayan~t Medik dan Direktur Jenderal 
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 

e. Tim pelaksana dengan melibatkan tim urnah Sakit Jantung dan 
pembuluh darah Harapan Kita melak <an verifikasi permintaan RS­
RS Penerima bantuan balloon dan st nt selanjutnya disampaikan 
kepada Direktur Jenderal Bina Pelayahan Medik cq Direktorat Bina 
Medik Spesialistik. Selanjutnya Direkfur Jenderal Bina Pelayanan 
Medik cq Direktorat Bina Medik Spesialistik menyampaikan Surat 
Permintaan pengeluaran Alat Kesenatan Balloon dan Stent yang 
dibutuhkan RS Penerima bantuan balloon dan stent kepada Direktorat 
Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 
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C. PENGADAAN ALAT KESEHATAN BALOON I:~AN STENT 

Pengadaan Alat Kesehatan Saloon dan Sten1 ini dilaksanakan oleh Ditjen 
Bina Kefarmasian dan Alkes Departemen KesHhatan dengan sumber dana 
dari anggaran yang tersedia pada DIPA Ditjer Bina Kefarmasian dan Alkes 
Departemen Kesehatan Rl, pelaksanaan perlgadaan berdasarkan usulan 
kebutuhan dari Diljen Bina Yanmedik. 

D. DISTRIBUSI DAN PENYIMPANAN 

1. Distribusi 

Distribusi alat kesehatan yang telah diada <an adalah menjadi tanggung 
jawab dari Direktur Jenderal Bina Kefarm~tsiar dan Alat Kesehatan ke 
Rumah Sakit penerima bantuan yang ditett: pkan Departemen Kesehatan 
Risesuai dengan surat permintaan DirekiLr Jenderal Bina Pelayanan 
Medik dengan mekanisme sebagai berikut : 

a. Segera setelah menerima Surat Per~lntaan dari Dir~ktur Jenderal 
Bina Pelayanan Medik maka Direktur Jhndera\ Bina f efarmasian dan 
Alat Kesehatan memerintahkan Penyed r Ajat Kesehatan Balloon dan 
Stant untuk mendistribusikan ke RS finerima bantuan balloon dan 
stent yang ditetapkan Departemen Kese,ratan Rl 

b. Untuk tertib administrasi semua pendist:ribusian Alat Kesehatan 
Balloon dan Stant kepada RS Penerima bantuan balloon dan stent , 
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan berkewajiban 
menyampaikan tembusan Surat Pengirlman I Delivery Order kepada 
Tim pelaksana program melalui Rumah Sakit Jantung Rujukan 
Nasional dan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik cq. Direktorat 
Medik Spesialistik. 

c. RS Penerima bantuan balloon dan stent yang menerima Saloon dan 
Stent wajib membuat Berita Acara Penerimaan Barang yang 
ditandatatangani oleh Direktur Utama HS Penerima bantuan balloon 
dan stent 

d. T embusan Berita Acara Penerimaan ~lan:~ng yang dibuat oleh RS 
Jantung dan Pembuluh Darah Peneri a bantuan balloon dan stent 
disampaikan kepada Direktur Jenderc Bina Pelayanan Medik cq. 
Direktorat Bina Medik Spesialistik sebagai laporan. 

e. Apabila barang dan alkes yang telah diterima tidak sesuai dengan 
kebutuhan baik janis, jumlah dan ukurah maka rumah sakit penerima 
berhak menolak atau mengembalikan alat tersebut ke Departemen 
Kesehatan. 
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Gam bar 2 : Mekanisme Permintaan dan Pendis1 ribusian Alat Kesehatan 

Pusat Jantung Nasional 
~------------~ 

Ditjen Bina 
Pelayanan Medik 

Ditje tl Bjna Kefarrr.asian 
da11 Alat Kesehatan 

Keterangan : 

--------· 

RS Jantung dan pembuluh 
darah Harapan Kites/ 
usat Jantuna Nasio al 

Permintaan 
Pendistribusian 
Koordinasi 

2. Penyimpanan 

RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent menyiapkan tempat 
penyimpanan yang sesuai dengan ketentuan teknis penyimpanan dan 
pengelolaan barang : 

a. Penyimpanan alat kesehatan Saloon dap Stent ini sebaiknya dilakakan 
oleh penyimpanan yang berbeda delhgan alat kesehatan/sediaan 
farmasi lain pada umumnya. Alat kes1ehatan Saloon dan Stant ini 
membutuhkan kelembaban dan suhu ruangan tertentu agar ~etap 
terjamin waktu kadaluarsanya. Khusus untuk Drug Eluting Stent/DES 
suhu penyimpanan barang tidak melebihl suhu 28' C. 

b. Permintaan pengeluaran alat kesehatan Saloon dan Stent hanya dapat 
dilakukan atas permintaan RS Peneriryla bantuan balloon dan stent 
dan diketahui oleh Direktur Utama RS kEJpada Tim pelaksana. 

c. Setiap pemanfaatan barang harus dieatat dan diregistrasi sesuai 
format yang telah ditentukan. 

d. Hal-hal teknis lainnya mengenai penyimpanan Saloon dan Stent dapat 
diatur sesuai ketentuan. 
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Secara umum pasien yang berhak mendapat bantuan dalam Program 
Bantuan alat kesehatan balloon dan stent tahap ini adalah masyarakat 
Indonesia terutama dari masyarakat misk In, hampir miskin dan tidfak 
mampu. Untuk dapat menerima pelayanan kesehatan kardoivaskuler 
dengan bantuan Program Bantuan alat kesohatan Balloon dan Stent perlu 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Rumah Sakit Penerima bantuan balloon dan stent , dalam menentukan 
pasien miskin, hampir miskin dan tidak tnarnpu harus mengacu pada 
ketentuan yang berlaku. 

b. Setiap pasien miskin, hampir miskin dan tidak mampu dengan 
diagnosis menderita penyakit jantung koroner serta berindikasi medik 
untuk dilakukan tindakan Katerisasi, Balloon dan pemasangan Stent 
didasarkan atas hasil pemeriksaan Dokter Spesialis yang memiliki 
kompetensi untuk melaksanakan penanuanan kardovaskuler interw~msi 
non bedah ballooning dan stenting 

c. Setiap pasien miskin, hampir miskin dan tidak mampu berhak 
mendapatkan Balloon dan Stent secara cuma-cuma dengan keterrtuan 
jumlah maksimal 2 stent per-pasien dan diluar yang telah dijamin oleh 
paket pembiayaan pemerintah lainnya. 

d. Pada peserta yang mendapat bantuan Drug Eluting Stent (DES), 
diberikan 8 tablet clopidogrel bisulfat '75 rng (total 600mg ) sebagi 
"loading dose" sebelum tindakan dan dilanjutkan dengan pemberian 
obat clopidogrel bisulfat 75 mglhari d€1ngan paket pemberian setiap 
bulan sekali saat kontrol di rawat jalan l~s Penerima bantuan balloon 
dan stent untuk periode 12 bular 1 sebagai prevensi in-stent 
thrombosis. 

e. Hanya pada pasien jantung koroner disertai komplikasi Diabetes 
Melitus yang berindikasi untuk dllakukan pemasangan stent 
dianjurkan untuk dilakukan pemasangarl stern jenis Drug Eluting Stent 
(DES) dengan jumlah maksimal 2 buah pES. Pasca pemasangan 
stent jenis Drug Eluting Stent dilanlutkan untuk mengkonsumsi 
Clopidogrel bisulfat 75 mg/hari minimal selama 1 (satu) tahun untuk 
mencegah in-stent trombosis 

f. Pasien yang berdasarkan pemeriksaan medik dokter temyata 
terindikasi untuk dilakukan pemasangan stent lebih ~ri 2 (dua) buah, 
disarankan untuk tidak dilakukan pe1 nasangan Stent, akan tetapi 
dianjurkan untuk dilakukan Tindakan i\rter-Vensi Bedah Jantung dan 
Pembuluh Darah ( operasi bedah jantun~ By Pass) . 

g. Ketentuan -ketentuan lain teknis medi:; dilaksanakan sesuai dengan 
bimbingan dan sistem yang dibina ~ \elalui Rumah Sakit Rujukan 
Nasional yang mengacu pada ketetapan dari Organisasi Profesi; 
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h. Pelayanan tindakan Katerisasi Balloon dan pemasangan stent di RS 
Penerima bantuan balloon dan stent berpedoman kepada paket 
tindakan diagnostik invasif dan intervenBi non bedah standard dengan 
ketentuan yang berlaku terhadap program pemerintah dalam 
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskih. 

1. Dalam hal terdapat keraguan terhad;E\p terpenuhinya persya~atan 
sebagai pasien yang berhak mendapa1 bantuan dalam program ini 
(golongan masyarakat miskin), dalam kondisi untuk penyelamatan 
nyawa ('life saving') maka RS Penerima bantuan balloon dan stent 
dapat memberikan alkes bantuan pmgram ini atas dasar surat 
pernyataan diri pasien atau keluargan)la bahwa yang bersangkutan 
adalah pasien miskin, hampir miskin atal.l tidak mampu. 

j. Hal-hal mengenai prosedur teknis Pro1 rrarn Bantuan Alat Kesehatan 
Saloon dan Stent bagi masyarakat miskln dapat dikonsultasikan oleh 
RS Penerima bantuan balloon dan stent ke bepartemen Kesehatan Rl 
melalui RS rujukan nasional yang menan~}ani pelayanan kesehatan 
jantung dan pembuluh darah (kardiovas~t Lier). 

E. PENCATATAN DAN PELAPORAN 

1. Pencatatan 

RS-RS Penerima bantuan balloon da~ stent harus mempunyai 
catatan/register khusus untuk mencatat alat kesehatan Saloon dan Stant 
dari Program Saloon dan Stant ini. Reoister tersebut mencatat 
penerimaan, pemakaian dan waktu kadaluarsa Saloon dan Stent. Hal ini 
panting untuk mengetahui keadaan stok alat kesehatan Saloon dan Stant 
di RS-RS Penerima bantuan balloon _?~n ~~ tent . Balloon dan Stant yang 
telah dekat masa kadaluarsanya (m1mma 3 bulan sebelumnya) harus 
segera dilaporkan untuk diganti, sehingga hetersediaan Saloon dan Stent 
yang siap pakai bisa tetap terjaga. 

Apabila ballon dan stent pada saat digunakan mengalami 
kerusakan/kegagalan yang apabila digum kan membahayakan pasien, 
maka alat tersebut dimasukkan dalam htporan alat yang mengalami 
kerusakan dan dikirimkan kembali bukti alat yang rusak tersebut ke Tim 
bimbingan teknis dengan tembusan ke Tim Pembina PBABS Depkes Rl. 

2. Pelaporan 

Untuk memudahkan pemantauan dan Etvaluasi maka RS Penerima 
bantuan balloon dan stent wajib menyampaikan laporan dengan format 
yang telah ditentukan sebagai berikut : 

a. Form BS-1 untuk pencatatan kondisi Htock alat kesehatan Balloon 
dan Stent masing-masing RS-RS Pene Ina bantuan balloon dan stent 

b. Form BS-2 untuk perencanaan kebutut an alat kesehatan Balloon dan 
Stant dari tiap-tiap RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent 
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c. Form BS-3 untuk rekapitulasi kebutuhau alat keseh~tan Balloon dan 
Stent seluruh RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent 

d. Form BS-4 untuk permintaan alat kes hatan Ballooh dan Stent dari 
RS-RS Penerima bantuan balloon dan stent kepada Pusat Jantung 
Nasional (setiap 3 bulan) 

e. Form BS-5 untuk Berita Acara Penerimaan Barang RS-RS Penerima 
bantuan balloon dan stent 

f. Form BS-6 untuk Laporan Pemakaian Bailon (setiap bulan) 

g. Form BS-7 untuk Laporan Pemakaian 8 re ~etal Steht (setiap bulan) 

h. Form BS-8 untuk Laporan Pemakaial, Drug Eluting Stent (setiap 
bulan) 

Setiap Pelaporan dari Rumah Sakit Janlun9 Rujukan Nasionai/Pusat 
Jantung Nasional dan Rumah Sakit Peneri na bantuan bailoon dan stent 
agar ditembuskan ke alamat : 

SEKRETARIAT 
TIM PEMBINA PROGRAM BANTUAN PELA YANAN ALA T 

KESEHATAN BALLOON DAN STENT 

d/a Direktorat Bina Pelayanan Medlk :Spesialistlk Direktorat 
Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan 

Lt. V, Blok C, Ruang 510, Jl. H.R. Rasuda Said Blok X-5 Kav. 4-9, 
Kuningan Jakarta Sel~n 12950 

Telepon (021) 5203880 Fax: (021) 5274915-6214571 
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BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAl ASAN 

Pembinaan meliputi pembinaan manajemen program dan pembinaan teknis 
medis Program Bantuan Alat Kesehatan Balloo11 dan Stent guna menjamin 
akuntabilitas sesuai dengan tujuan dan sasaran program. 

A. INDIKA TOR KEBERHASILAN 

lndiaktor untuk penilaian pencapaian kine~a pelaksanaan Program Bantuan 
Alat Kesehatan Balloon dan Stent, utamanya meliputi indikator input, 
indikator proses dan output sebagai berikut : 

1. lndikator Input 

a. Adanya Tim Pembina Program Bantuan Alat kesehatan Balloon dan 
Stent 

b. Adanya Tim Bimbingan Teknis Program Bantuan alat kesehatan 
Balloon dan Stent dengan kelompok /tim pembimbing teknis dari di 
RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita sebagaimana 
ditunjuk sbg Pusat Rujukan nasional ( Pusat Jantung Nasional) oleh 
Menteri Kesehatan Rl. 

c. Adanya Tim Teknis pelayanan kardiovaskuler di RS-RS Penerima 
bantuan balloon dan stent 

d. T ersediannya anggaran kegiatan untuk Program Bantu an alat 
kesehatan Balloon dan Stent 

e. Tersedianya kesinambungan Alat Kesohatan Saloon dan Stent 

2. lndikator Proses 

a. T erselenggaranya optimalisasi peral 1 dan fungsi Rumah Sa kit 
Jantun,g Rujukan Nasional yaitu Ruma 1 Sakit Jantung dan Pembuluh 
Darah Harapan Kita sebagai Pusat Ja 1tung Nasional yang dilibatkan 
secara aktif oleh Direktorat Bina t: elayanan Medik Spesialistik 
Departemen Kesehatan Rl dalam pembinaan dan pengendalian 
terhadap Rumah Sakit Penerima ban1 ua11 balloon dan stent 

b. Adanya database pasien penderita jantung koroner dan memerlukan 
tindakan Diagnostik lnvasif dan Tindal,'an lntervensi non Bedah 

c. Tercapainya distribusi alat kesehatan Balloon dan Stent ke Rumah 
Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita dan seluruh 
Rumah Sakit Penerima bantuan balloon clan stent 
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Untuk indikator keluaran yang diharapkan dari Program ini adalah : 

a. Peningkatan cakupan pelayanan kese 1atan untuk penderita Jantung 
Koroner yang mendapatkan pelayanan Diagnostik lnvasif dan 
Tindakan lntervensi non Bedah dari go ongan masyarakat miskin. 

b. Peningkatan mutu pelayanan pela~-anan Diagnostik lnvasif dan 
Tindakan lntervensi non Bedah bagi rhasyarakat miskin. 

B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan Qambaran tentang kesesuaian 
antara rencana dengan pelaksanaan Program Balloon dan Stent. Evai'uasi 
dilakukan untuk menilai pencapaian indikator kElberhasilan. 

Adapun ruang lingkup pemantauan dan evalua~1 i : 

1. Pendataan masyarakat, terutama masyarcrkat miskin yang menderita 
penyakit jantung dan pembu1uh darah sorta membutuhkan pe1ayanan 
kardiovaskuler dan membutuhkan alat kenehatan untuk intervensi non 
bedah.maupun bedah. 

2. Pelaksanaan Pelayanan Program Bantuarl Alat Kesehatan Balloon dan 
Stent bagi masyarakat miskin di Rumah )akit Jantung dan Pembuluh 
darah Harapan kita /P JN dan RS-RS Pener rna bantuan balloon dan stent 

3. Perencanaan, permintaan, distribusi, penyimpanan dan pemanfaatan 
Balloon dan Stent dari pengelolaan data di RSJPD Harapan kita /P JN 
dan RS -RS Penerima bantuan balloon dan ' tent 

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala, baik bulanan, 
triwulanan, semester, maupun tahunan melalui mekanisme : 

a. Pertemuan dan Koordinasi. 

b. Pengelolaan Pelaporan Program (pengolahan dan analisis). 

c. Supervisi dan kunjungan lapangan. 

d. Penelitian langsung (survey I kajian). 

C. PENGAWASAN 

Pelaksanaan pengawasan RS Penerima Prouram Bantuan Alat Kesehatan 
Bailon dan Stent dilakukan oleh aparat peng4: asan internal Rumah Sakit, 
Pengawas Fungsional sesuai dengan kete·1tuan peraturan perundang­
undangan. 
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D. PENANGGULANGAN KELUHAN 

Adanya keluhan atau pengaduan merupakan umpan batik bagi semua pihak 
untuk perbaikan program. Penyampaian keluhan atau pengaduan dapat 
disampaikan oleh pasien penerima pelayanan, pemerhati, dan petugas 
pemberi pelayanan serta para pengelola Program Balloon dan Stent di setiap 
tingkatan. 

Penanganan Keluhan 

Penanganan keluhan/pengaduan dilakukan dengan menerapkan prinsip­
prinsip sebagai berikut: 

1 . Semua keluhan/pengaduan harus ditangani dan diselesaikan secara baik 
dan cepat serta diberikan umpan balik kepada pihak yang 
menyampaikannya. 

2. Untuk menangani keluhan/pengaduan dapHt dibentuk suatu unit khusus 
atau memanfaatkan unit yang telah ada di Rumah Sakit Penerima 
bantuan balloon dan stent. 

3. Penanganan keluhan/pengaduan dilakukatl secara berjenjang dengan 
prioritas dilakukan unit yang terdekat dengar 1 sumber pengaduan. 

4. Bantuan dari tim Medikolegal bagi seluruh RS Penerima Bantuan Alkes. 

E. MEDIKOLEGAL 

Pada prinsipnya Rumah Sakit penerima b:imtuan alat kesehatan yang 
melaksanakan tindakan balon dan stent sef l ~ai dengan indikasi medik , 
ketelitian dan kehati-hatian sesuai SOP dan kabijakan pemerintah bersama 
dengan tim pelaksana pemasangan balon dan stent akan mendapatkan 
perlindungan hukum. 

Pengelolaan keluhan atau dugaan malpraktek pelayanan jantung di tingkat 
pusaUnasional Departemen Kesehatan Rl bemama organisasi profesi terkait 
membentuk Komite Nasional Penanggulangan Kejadian Tak Diinginkan 
(KTD) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Rl 

Pada tingkat daerah atau RS Penerima Bantuan dibentuk Komite 
Penanggulangan Kejadian Tak Diinginkan (KtD), ditetapkan dengan surat 
keputusan Direktur RS bersama organisasi pro-fesi terkait. 

Menteri bersama organisasi profesi terkait rnembentuk Komite Nasional 
penanggulangan Kejadian Tak Diinginkan ( KTD ). 
Susunan Organisasi Komite Nasional yang dite1tap~(an dengan SK tersendiri, 
dengan unsur -unsur sbb : 
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Sekretaris I 
Anggota 

TIM KTD Pusat 

Ketua 

Sekretaris 

Anggota 
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organisasi profesi bidang kardiovaskuler 
staf Ditjen Yanmed 
wakil dari organisasi profesi 
1. interventionis kardiolovaskuler 
2. intensivist /critical care cardiolovascular 
3. internist 
4. bedah thorax kardiovaskuler 
5. anestesi kardiovaskuler 
6. intensivist kardiovaskuler 
7. wakil departemen kardiologi 
8. forensik dan medikolegal 
9. farmokologi klinik 

1 0. dll bila diperlukan 

Dr.Otte J. Rachman, SpJP (K) 

Or.Suginarti 

1. Prof .dr.Asikin Hanafiah, SpA. SpJP (K) 
2. Prof. dr.Harmani kalim, PhD, SpJP (K) 
3. Dr. Lies Dina Liastuti , Sp. JP (K) 
4. Dr.Dasnan ismail , SpPD,SpJP 
5. Dr.Maezul Anwar, SpBTKKV 
6. Dr. Bambang Tutuko, SpAn 
7. Prof. dr.Agus Purwadianto, SpF, SH 
8. Prof.dr. Budi Sampurna, SpF, SH 
9. Prof.dr.Suzanna, SpPK 
10. Dr.Lia GP, SpPK 
11 . Fresley Hutapea, SH 
12. Dr.lrmalita, SpJP (K) 
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BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAl ASAN 

Pembinaan meliputi pembinaan teknis, manajemen program dan pembinaan 
teknis medis, dilakukan oleh : 

1. Departemen Kesehatan Rl dan Pusat Jantung Nasional cq Rumah Sakit 
Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita; 

2. Pusat Jantung Nasional cq Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah 
Harapan Kita bersama Organisasi Profesi terkait melaksanakan pembinaan 
teknis medis 

Pelaksanaan pengawasan Program Bantuan alat kesehatan Bailon dan Stent 
dilakukan oleh aparat pengawasan internal Rumc:1h Sakit, pengawas fungsional 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAS VI 

PENUTUP 

Kesehatan adalah hak setiap warga negara. Sebagai konsekuensinya negara 
wajib memberikan pelayanan kesehatan seoptimal tnungkin kepada setiap warga 
negaranya. Masyarakat miskin dan tidak mampu rnerupakan merupakan bagian 
dari warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang 
canggih sekalipun dengan biaya dan mutu yang terkendali. Program Bantuan 
Alat Kesehatan Balloon dan Stent bagi pasien darl kalangan masyarakat miskin/ 
tidak mampu, merupakan bentuk penjaminan ketersediaan alat kesehatan 
Balloon dan Stent bagi masyarakat miskin yano menderita penyakit jantung 
koroner yang terindikasi untuk tindakan Balloon dan pemasangan Stent serta 
kalangan pegawai/pensiunan pegawai yang me jadi peserta PT.Askes sosial 
yang membutuhkan bantuan alat melebihi jumlah yang dapat diberikan/dijamin 
oleh pihak asuransi tersebut. 

Pengelolaan Bantuan alat kesehatan Balloon dan Stent yang bersumber dari 
Pemerintah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Jc:lntung dan Pembuluh Darah 
beserta Rumah Sakit Penerima bantuan balloon dan stent tersebut, serta 
keterkaitannya dengan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat harus dikelola 
dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. H~~ ini dilaksanakan agar tidak 
terjadi tumpang tindih dalam pembiayaan, namur seyogyanya secara sinergis 
dan saling mendukung. 

Dimasa mendatang tidak menutup kemungkinan ~epartemen Kesehatan akan 
meningkatkan jumlah maupun jenis alat kesehc:1 an lainnya yang dibutuhkan 
dalam pelayanan penyakit jantung dan pembuluh <. arah bagi masyarakat miskin, 
atau bahkan kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan kemampuan 
pemerintah. 

Diharapkan dengan adanya Bantuan alat kesehatan ini dapat dilaksanakan 
sebaik-baiknya oleh semua pihak sesuai den~ 1an kewenangan, tugas dan 
tanggungjawabnya guna mewujudkan derajat kesBhatan masyarakat seutuhnya 
khususnya bagi pasien miskin dan tidak mampu. 

NTERI KESEHATAN, 
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lFORM: BS-1 I 
DAFT AR STOCK BARANG I ALAT KESEHAT AN BALLOON DAN STENT RS ... ... ... ..... ... ....... . 

PER TANGGAL. .... .. ...... ....... BULAN ................. TAHUN ................ . 

NO NAMA ALAT KESEHATAN SPESIFIKASI No Ukuran JUMLAH KETERANGAN 
1 2 3 4 5 6 

-

Mengetahui I menyetujui : Tim Pelayanan Jantung Terpadu RS .......... ................ . 
Direktur Utama RS ....... .. .. . ...... ... ... .. . 

NIP ... .... .. ... .. ..... .. ... ... .. ... .. . NIP . .. . .. . ... .... ..... ... ........ . 

. . . ' 
.• 



I FORM : BS~2 I 
FORMULIR PERENCANAAN KEBUTUHAN BALLOON DAN STENT 

RUMAH SAKIT ...... .. ........ .. ....... .... .. . 
TAHUN ... ...... ....... .. ... .. . 

No. Nama Barang Spesifikasi No. Ukuran 
Jumlah Pemakaian Jumlah Kebutuhan 

(Tahun Lalu) (dalam satu tahun) 

1 2 3 4 5 6 

' 
i 

-

Mengetahui I menyetujui : Tim Pelayanan Jantung Terpadu RS ... ... ... .. .... .. .... .. ... . 
Direktur Utama RS .... .... ... . ... .. .. ... ... . . 

NIP ........... .. .... .... .... ... ...... . NIP . ... .... .. ... ... ..... .. ..... .. . 

.. . 
._' 

.. 



. -
( . 

[Form: ns~3] 

No. 

1 

----

REKAPITULASI PERENCANAAN KEBUTUHAN BALLOON DAN STENT 
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH JEJARING 

TAHUN ........ . ....................... . 

Nama Barang Spesifikasi No. Ukuran 
Jumlah Pemakaian 

(Tahun Lalu) 

2 3 4 5 

Jumlah Kebutuhan 
(dalam satu tahun) 

6 

-

Mengetahui I menyetujui : Tim Pengelola Pusat Jantung Nasional 
Kepala Pusat Jantung Nasional 

NIP ....... ... ....... .. .... .. .. .. ..... . NIP . .. . ........... .. ... ... .. ... .. . 



l-FORM~ ss-4 j 

FORMULIR PERMINTAAN BARANG 
TRIWULAN: 1111/111/IV BULAN ....... .. ... .. .... sd ..................... RS 

Nama Barang No. Ukuran 
Pemakaian Triwulan 

Jumlah Permintaan Keterangan Sebelumnya 

1 2 3 4 5 

-

Keterangan : untuk jumlah permintaan = {(rata-rata pemakaianlbulan) x 3} + kebutuhan 1 bulan. 

Mengetahui I menyetujui : Tim Pelayanan Jantung Terpadu RS .......................... . 
Direktur Utama RS ... ...... ........... ... .. . . 

NIP ............ .. ......... ....... ... . . NIP ... . ........ . ..... .... .. .. .. .. . 

.. . ~ 
.. 
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1 FORM : Bs-5] 
BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama . ....... ... ... .. ..... ..................... ......... ... . 
NIP ................ ...................................... . 
Jabatan 

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Pelayanan Jantung Terpadu RS ... .. ..... ...................... .. ...... Pada hari ini, 
tanggal. .............. bulan ....... ..... .. ... ... ... tahun ... ... .... ............ .. telah menerima barang dari : 

Nama ................. ... .. .......... .. ... ....... ..... ..... . 
NIP ......... ... .... ..... ........ .... ........ ...... ... .... . 
Jabatan 

Oalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Oepartemen 
Kesehatan Rl. 

Berupa alat kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran. 

Yang menerima, Yang menyerahkan, 

NIP . .................. ..... .... ...... . NIP . ... ... .. ........... ..... ..... . 

Mengetahui, 
Direktur Utama RS ..... . ...... ..... .. .... ..... . 

NIP ... ... .... ... ......... ..... ... .. .. . 



I LAMPIRAN FORM : BS-5 I 

DAFTAR PENERIMAAN BARANG ALAT KESEHATAN BALLOON DAN STENT 
UNTUK RS ............ .... ..... ... ........... ... .. . 

TRIWULAN : 1/11/111/IV. BULAN : ................. TAHUN ..... ....... . 

Nama Barang Spesifikasi No. Ukuran Jumlah Keterangan 

Yang menerima, Yang menyerahkan, 

NIP .......... ... ... .................. . NIP ........ ........... .... ... .... . 

Mengetahui, 
Direktur Utama RS ............... ............. . 

NIP ...... ... ..... .. .... ... .... ..... .. . 

•• 
; 

""'"\; 



I FORM : BS-6 UJ 
LAPORAN PEMAKAIAN BALLOON RS ..................... .. ... . ..... . 

BULAN ... .. . ... ... .... ..... ... .. . . TAHUN .......... .. ....... . . 

Nama Pasien I Diagnosis Tanggal Tindakan No. Ukuran Nomor BatchiStiker Keterangan 
No. Rekam Medik 

1 2 3 4 5 6 

I 

-

I 

Mengetahui I menyetujui : Tim Pelayanan Jantung Terpadu RS ............ .......... .. .. . 
Direktur Utama RS ......... ... ... ........ . .. . 

NIP ........ ...... ...... ... .... .... ... . NIP .. ... ......................... . 

·-, ._ 
••, I 

..._t 



... -
'(~ '·. 
~~ # 

I I FORM: BS-7 I 
LA PO RAN PEMAKAIAN BARE METAL STENT RS ... .. ............ ... .... ............. .... . 

BULAN ..... .. ....... ...... .... .... TAHUN ... ... .... .. ........ . 

Nama Pasien I Diagnosis Tanggal Tindakan No. Ukuran Nomor BatchiStiker Keterangan 
No. Rekam Medik 

1 2 3 4 5 6 

-

Mengetahui I menyetujui : Tim Pelayanan Jantung Terpadu RS ... ... .... ...... .... .. .... . 
Direktur Utama RS ...... ....... ..... ..... ... . 

NIP .. ..... ........................... . NIP .. .... ........... .... ....... .. . 



cro·-- --- ---~ 
FORM: BS-8 I 

LAPORAN PEMAKAIAN DRUG ELUTING STENT RS .............. .... . 
BULAN ............................ TAHUN .. ..... ............. . 

Nama Pasien I Diagnosis Tanggal Tindakan No. Ukuran Nomor BatchiStiker Keterangan 
No. Rekam Medik 

1 2 3 4 5 6 

I 

-

--- -- ------ --- ----- ----- --- --

Mengetahui I menyetujui : Tim Pelayanan Jantung Terpadu RS .......................... . 
Direktur Utama RS .......................... . 

NIP ................................. . . NIP ..................... . ........ . 

» · 
Jo,. r 

J ,... 

' ~ 


